
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 
 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 
 https://bima.kemdikbud.go.id

PROTEKSI ISI PROPOSAL
Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun 

 kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi pengabdian kepada masyarakat
PROPOSAL PENELITIAN 2025

Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2025 s.d. tahun 2025

1. JUDUL PENELITIAN
Model Multi Level Collaborative Governance untuk Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Pariwisata 

Tanjung Lesung

Bidang Fokus Tema Topik (jika ada) Prioritas Riset

Sosial Humaniora Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif

Pengembangan 
parawisata berkelanjutan

Ekonomi hijau 

Rumpun Ilmu Level 1 Rumpun Ilmu Level 2 Rumpun Ilmu Level 3

ILMU SOSIAL HUMANIORA ILMU POLITIK Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, 
Publik, Pembangunan, Dll)

Skema Penelitian Strata (Dasar/Terapan/
Pengembangan)

Nilai SBK Target Akhir 
TKT

Lama 
Kegiatan

Penelitian Fundamental - 
Reguler

Riset Dasar 150.000.000 3 1 Tahun

2. IDENTITAS PENGUSUL
Nama, Peran Jenis Program Studi/Bagian Bidang Tugas ID Sinta

BAMBANG PUJIYONO
0026087101 

 Ketua Pengusul 
Universitas Budi Luhur

Dosen Ilmu Hubungan 
Internasional

a). Mengkoordinasi 
kegiatan penelitian
b). Mengkaji literatur 
bersumber jurnal dan 
buku
c). Menyiapkan proposal 
penelitian
d). Melatih metode 
penelitian kepada tim
e). Melakukan analisis 
data penelitian
f). Menyiapkan artikel 
untuk jurnal 
internasional
g). menyusun laporan 
penelitian

5978004

RUSDIYANTA
0317076801 

 Anggota 
Universitas Budi Luhur

Dosen Ilmu Hubungan 
Internasional

a). melakukan studi 
literatur
b). membantu 
pengumpulan data 
primer
c). membantu 
pengolahan data 
kualitatif
d). melakukan analisis 
olahan data
e). membantu 
penyusunan laporan 
penelitian

5984778

NEXEN ALEXANDRE 
PINONTOAN
0313118102 

 Anggota 
Universitas Budi Luhur

Dosen Ilmu Komunikasi a). Mengumpulkan data 
dari berbagai 
stakeholder pengelolaan 
pariwisata tanjung 
lesung b). membantu 
melakukan wawancara 

6772922

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5978004
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5984778
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6772922


Nama, Peran Jenis Program Studi/Bagian Bidang Tugas ID Sinta
mendalam c). 
melakukan observatori 
partisipatif di Tanjung 
Lesung d). membantu 
pengolahan data e). 
membantu menyusun 
artikel untuk publikasi 
jurnal nasional f). 
membantu pembuatan 
laporan penelitian.

ACHMAD ADITYA ASHADUL 
USHUD

0302068001 

 Anggota 
Universitas Budi Luhur

Dosen Teknik Informatika a). membantu 
penyusunan proposal 
penelitian b). membantu 
penelusuran linteratur 
c). membantu 
pengumpulan data d. 
mendesain soft system 
metodologi e). 
membantu pengolahan 
data penelitian

6043774

CYRCLA ATONIA UTARI 
WIBOWO

2242500250 

 Mahasiswa 
Universitas Budi Luhur

Mahasis
wa

Ilmu Hubungan 
Internasional

Membantu mengurus 
ijin penelitian
membantu 
kesekretariatan
membantu 
mengumpulkan data 
skunder
membantu menyusun 
laporan penelitian

-

RENDI AZHARI
2242500417 

 Mahasiswa 
Universitas Budi Luhur

Mahasis
wa

Ilmu Hubungan 
Internasional

membantu pengurusan 
ijin penelitian
membantu 
pengumpulan data
membuat dokumentasi 
kegiatan penelitian
membantu penyusunan 
laporan penelitian

-

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (Jika Ada)
Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan 
penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra Nama Mitra Dana

4.  LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib
Tahun 
Luaran

Kategori Luaran Jenis Luaran Status target 
capaian

Keterangan

1 Artikel di Jurnal Artikel di Jurnal Bereputasi 
Internasional

Accepted/Published https://proa.ua.pt/
index.php/rtd/index
Journal of Tourism 
and Development
Universidade de 

Averio
Portugal

5. ANGGARAN USULAN
Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB 1 Tahun Rp134.915.000,00

Tahun 1 Total Rp134.915.000,00 
Kelompok Komponen Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total

Bahan ATK pembelian 3 unit laptop 
x @7.500.000

Paket 3 7.500.000 22.500.000

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6043774


Kelompok Komponen Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total
Bahan ATK ATK untuk 

kesekretariatan
Paket 1 1.000.000 1.000.000

Bahan Barang 
Persediaan 

aplikasi soft system 
methodologi

Unit 1 155.000 155.000

Bahan Barang 
Persediaan 

Software NVivo original Unit 1 220.000 220.000

Pengumpulan Data HR Petugas 
Survei

5 orang x @8.000 x 20 
informan

OH/OR 5 160.000 800.000

Pengumpulan Data Uang Harian 5 orang x @370.000 x 
20 hari

OH 20 370.000 7.400.000

Pengumpulan Data Uang Harian konsumsi 5 orang x 
@50.000 x 10 kali 

survei

OH 10 250.000 2.500.000

Pengumpulan Data Penginapan 3 kamar hotel x 
@1.000.000 x 10

OH 15 1.000.000 15.000.000

Pengumpulan Data HR Pembantu 
Lapangan

5 orang x @80.000 x 30 
hari

OH 150 80.000 12.000.000

Pengumpulan Data Honorarium 
narasumber

5 narasumber setingkat 
eselon 3 x @900.000

OJ 5 900.000 4.500.000

Sewa Peralatan Ruang 
penunjang 
penelitian

sewa ruang paket full 
day x 2 kali kegiatan 

FGD

Unit 2 10.000.000 20.000.000

Sewa Peralatan Kendaraan 10 kali survei x 
@1.500.000

OK (kali) 10 1.500.000 15.000.000

Analisis Data HR Pengolah 
Data 

3 orang x @550.000 P 
(penelitia

n)

3 550.000 1.650.000

Analisis Data Uang Harian 5 orang x @25.000 x 3 
jam/hari x 20 hari

OH 5 1.500.000 7.500.000

Analisis Data Transport 
Lokal

5 orang x @138.000 x 
10 kali ke pandeglang

OK (kali) 50 138.000 6.900.000

Analisis Data Penginapan 3 kamar x @550.000 x 
4

OH 3 550.000 1.650.000

Pelaporan Hasil 
Penelitian dan Luaran 
Wajib

Uang harian 
rapat di luar 

kantor

5 orang x @370.000 x 2 
kali rapat di luar

OH 2 370.000 740.000

Pelaporan Hasil 
Penelitian dan Luaran 
Wajib

Biaya 
Publikasi 
artikel di 

Jurnal 
Bereputasi 
Nasional

biaya publikasi jurnal 
nasional terakreditasi

Paket 2 500.000 1.000.000

Pelaporan Hasil 
Penelitian dan Luaran 
Wajib

Biaya 
Publikasi 
artikel di 

Jurnal 
Bereputasi 
Interasional

biaya publikasi jurnal 
international bereputasi

Paket 1 14.000.000 14.000.000

Pelaporan Hasil 
Penelitian dan Luaran 
Wajib

Biaya 
Pendaftaran 

KI

pendaftaran KI model 
multilevel CG

Paket 1 400.000 400.000

6. ANGGARAN PERBAIKAN
Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat yang berlaku.

Tahun 1 Total Rp107.040.000,00 | Disetujui Rp107.040.000,00
Kelompok Komponen Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total

Bahan ATK ATK untuk 
kesekretariatan

Paket 1 1.000.000 1.000.000

Bahan Barang aplikasi soft system Unit 1 155.000 155.000



Kelompok Komponen Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total
Persediaan methodologi

Bahan Barang 
Persediaan 

Software NVivo original Unit 1 220.000 220.000

Pengumpulan Data HR Petugas 
Survei

5 orang x @8.000 x 20 
informan

OH/OR 5 160.000 800.000

Pengumpulan Data Uang Harian 5 orang x @370.000 x 
20 hari

OH 20 370.000 7.400.000

Pengumpulan Data Uang Harian konsumsi 5 orang x 
@50.000 x 10 kali 

survei

OH 10 250.000 2.500.000

Pengumpulan Data Penginapan 3 kamar hotel x 
@1.000.000 x 10

OH 15 1.000.000 15.000.000

Pengumpulan Data HR Pembantu 
Lapangan

5 orang x @80.000 x 30 
hari

OH 150 80.000 12.000.000

Pengumpulan Data Honorarium 
narasumber

5 narasumber setingkat 
eselon 3 x @900.000

OJ 5 900.000 4.500.000

Sewa Peralatan Ruang 
penunjang 
penelitian

sewa ruang paket full 
day x 2 kali kegiatan 

FGD

Unit 2 10.000.000 20.000.000

Sewa Peralatan Kendaraan 10 kali survei x 
@1.500.000

OK (kali) 10 1.500.000 15.000.000

Analisis Data HR Pengolah 
Data 

3 orang x @550.000 P 
(penelitia

n)

3 550.000 1.650.000

Analisis Data Uang Harian 5 orang x @25.000 x 3 
jam/hari x 20 hari

OH 5 1.500.000 7.500.000

Analisis Data Transport 
Lokal

5 orang x @138.000 x 
10 kali ke pandeglang

OK (kali) 50 138.000 6.900.000

Analisis Data Penginapan 3 kamar x @550.000 x 
4

OH 3 550.000 1.650.000

Pelaporan Hasil 
Penelitian dan Luaran 
Wajib

Uang harian 
rapat di luar 

kantor

5 orang x @370.000 x 1 
kali rapat di luar

OH 1 370.000 370.000

Pelaporan Hasil 
Penelitian dan Luaran 
Wajib

Biaya 
Publikasi 
artikel di 

Jurnal 
Bereputasi 
Nasional

biaya publikasi jurnal 
nasional terakreditasi

Paket 1 500.000 500.000

Pelaporan Hasil 
Penelitian dan Luaran 
Wajib

Biaya 
Publikasi 
artikel di 

Jurnal 
Bereputasi 
Interasional

biaya publikasi jurnal 
international bereputasi

Paket 1 9.495.000 9.495.000

Pelaporan Hasil 
Penelitian dan Luaran 
Wajib

Biaya 
Pendaftaran 

KI

pendaftaran KI model 
multilevel CG

Paket 1 400.000 400.000



B. RINGKASAN 
Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, 
dan luaran yang ditargetkan 
[Tanjung Lesung Pandeglang merupakan kawasan pariwisata kritis nasional yang 

memerlukan upaya pengelolaan dan pemulihan terpadu. Terdapat berbagai aktor 

(pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) yang menciptakan kompleksitas 

kelembagaan yang signifikan. Selain kompleksitas kolaborasinya, terdapat juga persoalan 

awal yang belum didikaji menjadi bagian utuh dari kolaborasi yang pernah dikaji. Untuk 

mengatasi masalah ini, diperlukan sistem tata kelola yang tepat untuk mendorong 

pendekatan terpadu terhadap pengelolaan dan pemulihan ekosistem pariwisata. Kajian 

tentang sistem tatakelola yang melibatkan banyak stakeholder umumnya dikaji secara parsial 

dengan mengarah pada problem kolaborasi dan resolusi yang ditawarkan tanpa menawarkan 

model yang lebih strategik untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Fenomena 

tersebut perlu dikaji dengan pertanyaan riset Bagaimana model multilevel Collaborative 

Governance untuk pengelolaan dan pemulihan ekosistem pariwisata Tanjung Lesung? 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model tata kelola kolaboratif multilevel yang 

tepat untuk pengelolaan Pariwisata Tanjung Lesung dengan menggunakan teori hierarki 

kebijakan dan siklus hidup kolaborasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan 

menggunakan pendekatan kebijakan dan Soft Systems Methodology (SSM). Data 

diperoleh melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan diskusi kelompok terfokus. 

Narasumber penelitian merupakan perwakilan dari pemerintah mulai tingkat pusat sampai 

dengan tingkat desa, Pengelola Tanjung Lesung (swasta), Pelaku bisnis sektor pariwisata di 

sekitar Tanjung Lesung, serta kelompok masyarakat di daerah penyangga (buffer zone). 

Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan bagaimana tata kelola kolaboratif 

berlapis berjalan di tingkat kebijakan, tingkat organisasi, dan tingkat operasional. Hasil 

penelitian juga diharapkan dapat membantu merekonstruksi teori hierarki kebijakan, di mana 

peneliti akan mengembangkan keterkaitan hirarki kebijakan tersebut dengan model 

Multilevel Governance dalam pengelolaan pariwisata yang lebih baik. Luaran wajib yang 

ditargetkan adalah menghasilkan artikel tentang Multilevel Collaborative 

Governancekolaborasi sebagai model yang efektif untuk pengelolaan pariwista 

berkelanjutan di Tanjung Lesung ke jurnal internasional bereputasi minimal Q3 Luaran 

tambahan berupa 1 artikel publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4.] 
C. KATA KUNCI 
Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;) 
[Multilevel; Collaborative; Governance; Pengelolaan; Pariwisata]  

D. PENDAHULUAN 
Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan 
permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan 
kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis 
berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. 

[Pariwisata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global dan mendukung Agenda 

2030 melalui dampaknya pada transportasi, infrastruktur, energi, dan kesejahteraan sosial 

(1-2). Pariwisata berkelanjutan hadir sebagai respons terhadap tantangan dan peluang 

sektor ini, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi (3-4). 

Regulasi yang efektif diperlukan untuk memastikan manfaat bagi semua pemangku 

kepentingan, meski implementasi sering menghadapi kendala (5-6). Kesadaran global 

akan keterkaitan pariwisata dan keberlanjutan terus meningkat (7-8). 

Kabupaten Pandeglang, di ujung barat Provinsi Banten, memiliki potensi pariwisata besar, 

terutama di Tanjung Lesung, yang ditetapkan sebagai KEK Pariwisata melalui PP No. 26 

Tahun 2012. KEK ini diharapkan mendorong ekonomi daerah dan menciptakan lapangan 

kerja, namun pengelolaannya masih menghadapi tantangan. Lemahnya koordinasi antar 

pemangku kepentingan menyebabkan fragmentasi tata kelola. PT Banten West Java sering 

bergerak sendiri, sementara keberadaan LSM dan komunitas justru menambah 



kompleksitas, menghambat efektivitas pengelolaan serta pembangunan pariwisata 

berkelanjutan. Akibatnya, efektivitas rendah, manfaat ekonomi terbatas, dan 

pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak seimbang. 

Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Indonesia sering kali bersifat 

parsial, ditandai dengan lemahnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat lokal. Fragmentasi ini menghambat keberlanjutan sektor pariwisata serta 

menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi (9). Menurut studi oleh 

Dwyer et al. (10), tanpa strategi pengelolaan yang holistik berdasarkan empat pilar utama 

industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pengembangan pariwisata akan terus 

menghadapi hambatan yang dapat berujung pada stagnasi sektor ini. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi solusi 

yang semakin mendapatkan perhatian dalam berbagai penelitian. Menurut Ansell dan 

Gash (11), tata kelola kolaboratif adalah mekanisme di mana berbagai pemangku 

kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada 

konsensus untuk mencapai tujuan bersama. Model ini diyakini mampu menyatukan 

berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan KEK Tanjung Lesung guna menciptakan 

sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Kismartini dan Pujiyono (12) 

menggarisbawahi pentingnya model tata kelola kolaboratif multilevel dalam pengelolaan 

pariwisata untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan destinasi wisata. 

Emerson et al. (13) juga menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan pendekatan 

yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan lintas 

sektor. Dalam konteks KEK Tanjung Lesung, implementasi model multilevel 

collaborative governance dapat menjadi solusi dalam menyatukan berbagai kepentingan 

pemangku kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor. Dengan adanya 

mekanisme interaksi yang kuat dan berbasis kepercayaan, diharapkan tata kelola 

pariwisata di kawasan ini dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan serangkaian riset untuk melihat secara komprehensif 

aspek stakeholder yang kompleks berfokus pada kapasistas kelembagaan, diferensiasi 

struktural, tugas dan fungsi, kompleksitas problem, serta kebijakan yang melingkupi 

kawasan pariwisata Tanjung Lesung. Untuk mencapai target yang komprehensif, tahun 

2025 ini dimulai riset tentang model multilevel collaborative governance dalam 

pengelolaan pariwisata Tanjung Lesung. Model ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif, sehingga dapat mengoptimalkan 

manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Rumusan Permasalahan 

Bagaimana model multilevel collaborative governance untuk pengelolaan dan pemulihan 

ekosistem pariwisata Tanjung Lesung Pandeglang? 

Pendekatan Pemecahan Masalah 

Secara kebijakan, penetapan kawasan Tanjung Lesung menjadi Kawasan Ekonomi 

Khusus sektor Pariwisata ini hadir di tengah terjadinya konflik pengelolaan kawasan 

Tanjung Lesung. Kompleksitas stakeholder yang berkepentingan terhadap pengelolaan 

objek wisata Tanjung Lesung sangat beragam. PT. Banten West Java selaku pengelola 

kawasan wisata Tanjung Lesung mengelola kawasan secara profesional. Pemerintah mulai 

pusat, provinsi, dan kabupaten menempatkan kawasan Tanjung Lesung sebagai kawasan 

ekonomi khusus (KEK) dan menjadi prioritas nasional. Komunitas penyangga kawasan 

wisata Tanjung Lesung juga menaruh harapan besar untuk mendongkrak kemajuan ekonomi 

regional dengan berpartisipasi secara sosio kultural. Meskipun dalam kondisi demikian, 

pemerintah optimis bahwa kawasan wisata Tanjung Lesung dapat dikelola secara 

kolaboratif sehingga memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 

Fenomena multi pihak dengan berbagai diferensiasi kelembagaan ini perlu diselesaikan 

dengan menggunakan pendekatan konstruktif dalam bentuk model multilevel 

collaborative governance. Model ini akan dikonstruksi melalui identifikasi stakeholder, 



mempelajari pola interaksi stakeholder, peran dan fungsi dalam implementasi kebijakan, 

merancang model multilevel collaborative governance (MLCG). Pendekatan ini menjadi 

solusi strategis untuk menjawab kegagalan bangunan kolaborasi yang selama ini terjadi. 

State of the art dan kebaruan penelitian 

Catatan kritis terkait penelitian bertopik collaborative governance umumnya berfokus 

pada elemen dasar dalam bangunan utuh kolaborasi yang terdiri dari pemangku 

kepentingan, proses kolaborasi, model kolaborasi berbasis konseptual, efektivitas 

kolaboratif governance. (11,14-15,21). Penelitian masih deskriptif dan solusinya parsial, 

dengan metode terbatas. Akibatnya, masalah kompleks tetap tidak tersentuh, menyisakan 

pertanyaan mendasar yang belum terpecahkan secara menyeluruh. 

Penelitian ini menawarkan suatu kebaruan untuk membangun model multi level 

collaborative governance (MLCG). Pertama, menempatkan permasalahan pengelolaan 

kawasan pariwisata Tanjung Lesung sebagai permasalahan kompleks dan bernilai 

strategis. Kompleksitas permasalahan ini selaras dengan penelitian Bambang Pujiyono 

(16) dan Kismartini (17), bahwa terdapat permasalahan yang belum dituntaskan seperti 

pembebasan lahan, legalitas sebagian lahan kawasan, serta konflik horisontal dengan 

pemuka agama. Indentifikasi problema awal ini menjadi landasan penting untuk 

membangun pengelolaan kolaboratif (18). Kedua, peneliti mencoba mengawinkan 

berbagai kebijakan secara vertikal dan horisontal dengan peran pemangku kepentingan. 

Kebijakan ini akan menjadi elemen pembentuk peran dan fungsi secara benar tiap 

pemangku kepentingan berdasarkan tingkatan kebijakan. Bromley (19) mengemukakan 

bahwa kebijakan publik dapat dianalisis melalui berbagai tingkat hierarki, termasuk 

tingkat kebijakan, tingkat organisasi, dan tingkat operasional, yang melibatkan banyak 

pemangku kepentingan. Ketiga, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kebijakan 

dan Soft System Methodologi. Checkland dan Poulter (20) menjelaskan bahwa Soft 

System Methodology (SSM) adalah proses penyelidikan berorientasi tindakan terhadap 

situasi permasalahan, di mana pengguna mempelajari situasi tersebut untuk mengambil 

tindakan dalam memperbaikinya. Metode SSM memiliki tujuh tahapan seperti gambar 1 

berikut. 

 
Gambar 1. Tahapan Pendekatan Soft System Metodologi 

Metode ini sangat berbeda dibandingkan penelitian yang pernah ada. Pendekatan 

kebijakan untuk menentukan peran pemangku kepentingan di setiap hirarki kebijakan. 

SSM untuk membangun pengalaman para pemangku kepentingan menjadi sebuah konsep 

yang akan digunakan untuk membentuk Model MLCG yang tepat untuk mengelola 

pariwisata Tanjung Lesung. 

Peta Jalan Penelitian 
Peta jalan penelitian dapat dicermati pada gambar 2 berikut. 



 
Gambar 2. Peta Jalan Penelitian 

Pada gambar 3 ini, dijabarkan secara detil rencana penelitian tiap tahun, topik riset, dan target 

luarannya. 

 

Gambar 3. Uraian detil peta jalan penelitian 

Kedua gambar di atas menunjukkan bahwa peneliti memiliki target penelitian tiap tahun 

berdasar topik dan rencana publikasi di jurnal bereputasi internasional dan nasional] 



E. METODE 
Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 
kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang 
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu 
yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus 
memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator 
capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap 
tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengen Rencana Anggaran Biaya 
(RAB). 

 

[Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk memahami peran dan interaksi orang-

orang yang terlibat dalam KEK Tanjung Lesung. Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, 

metode penelitian diuraikan sebagai berikut. 

2. Penentuan Tema dan Pendekatan Riset 

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memandang bahwa sumber 

kebenaran dan pemaknaan atas peristiwa atau kejadian (cq. tatakelola kolaborasi dan 

partisipasi aktor) selalu berada pada kerangka pikir, pemahaman, dan pengalaman 

informan. Riset ini mengandalkan eksplorasi data empirik melalui studi lapangan (field 

research) yang diperoleh dari para informan atau nara sumber di lapangan (22). 

Setelah menentukan pendekatan dan topik/judul riset, peneliti merancang riset dengan 

memastikan teori/konsep pendukung, metodologi riset, teknik pengumpulan data, 

lokasi, informan, dan kerangka analisis. Teori/konsep utama yang digunakan dalam riset 

ini adalah teori level kebijakan, siklus kolaborasi; collaborative governance 

3. Penentuan Data, Metode, Lokasi, dan Waktu 

Data yang dukumpulkan meliputi data tentang: a). Pengelolaan kawasan wisata tanjung 

Lesung; b). Kondisi sosial ekonomi masyarakat penyangga kawasan Tanjung Lesung, 

kelembagaan dan infrastruktur sosial desa; c). Implmentasi kebijakan pariwisata Tajung 

Lesung; d). Pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan wisata Tanjung Lesung; 

d). Kepentingan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan wisata; e). 

Partisipasi dan kontribusi pemangku kepentingan. 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth-

interview), pengamatan terlibat (participatory observation), dan diskusi kelompok 

terfokus (focus group discussion) sesuai kebutuhan data. Wawancara dilakukan di rumah 

penduduk, observasi dilakukan di lokasi atau obyek kegiatan masyarakat dan lokasi 

narasumber yang disepakati. Data sekunder dikumpulkan dari kantor desa, BPS 

Kabupaten/Kota, PT. BWJ, dan instansi pemerintah terkait. Kedalaman penggalian data 

diterapkan melalui mekanisme kontekstualisasi progresif dengan memenuhi kedalaman 

formulasi pertanyaan 5W+1H: what, who, where, when, why, and how (22). 

Informan kunci adalah tokoh masyarakat desa, pelaku bisnis sektor pariwisata, aktor-

aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata Tanjung Lesung, aparat 

pemerintah desa, perwakilan PT. BWJ, Anggota Dewan Perwakilan (Pusat, Provinsi, 

Kabupaten), dan aparat UPT KEK Tanjung Lesung. 



Lokasi riset di Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten. Masyarakat desa penyangga kawasan 

wisata Tanjung Lesung, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pelaku bisnis sektor 

pariwisata yang diteliti pernah terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan wisata 

tanjung Lesung. Pengalaman partisipasi dalam pengelolaan kawasan ini menjadi salah 

satu argumentasi untuk pemilihan lokasi riset. 

Waktu pelaksanaan riset berlangsung selama satu tahun yaitu tahun 2025. 

4. Pelaksanaan Riset Lapangan 

Riset ini dilaksanakan oleh tim riset yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Tim dosen 

diberi peran sesuai penguasaan teori dan analisis, kemampuan pendekatan masyarakat, 

pengalaman riset bidang collaborative governance, minat pada bidang pariwisata, dan 

kebijakan publik. 

Pelaksanaan riset lapangan diawali dengan penyamaan persepsi di tingkat tim riset 

tentang tujuan riset, ruang lingkup kebutuhan data, penerapan metode, pembuatan 

catatan lapangan, dan pengorganisasian data awal. 

Penentuan informan dimulai dari key informan dan selanjutnya mengembangkan prinsip 

snow-ball menuju informan berikut sesuai kebutuhan data. Tim riset terus melakukan 

evaluasi untuk menentukan arah penelitian lapangan. 

5. Transkrip dan Pengorganisasian Data 

Mengacu kepada roadmap riset yang dirancang hingga tahun 2028 maka tim riset akan 

melakukan transkrip dan pengorganisasi data secara cermat. Semua data hasil 

wawancara dan observasi dilakukan transkrip, selanjutnya dipilah dan diberi kode 

berdasarkan tema dan sub tema yang akan digunakan untuk analisis. 

6. Analisis dan Penulisan Laporan Riset 

Analisis pada tahap ini mengacu kepada kebutuhan laporan riset. Semua data yang 

terkumpul dilakukan analisis domain dan analisis taksonomi untuk mensistematisasi dan 

memberi kode terhadap data tentang collaborative governance, kebijakan dan kontribusi 

pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan wisata (lihat Tabel 1 poin 3 a, b, c, 

d, e). 

7. Analisis dan Penulisan Artikel Ilmiah 

Analisis tahap ini merupakan kelanjutan analisis domain dan taksonomi, yaitu analisis 

komponensial dan analisis tema collaborative goveranance tertentu untuk menghasilkan 

artikel ilmiah. Data empirik dibahas dengan teori yang relevan. Luaran wajib pada tahap 

ini adalah artikel ilmiah untuk jurnal internasional bereputasi. Luaran tambahan 2 jurnal 

nasional terakreditasi. 

………………………………………………………………………………………………
Diagram Alir Riset 
Alur riset dapat dicermati pada gambar 4 berikut. 



  

Gambar 4. Diagram Alir Riset Penel 

Dalam tabel 1 berikut dideskripsikan secara detil alur, foku, out put, indikator capaian 

serta penanggung jawab. 

Tabel 1. Alur, Fokus Riset, Hasil, Indikator Capaian, dan Penanggung Jawab 

No. Alur dan Fokus 

Riset 

Hasil yang 

diharapkan 

Indikator capaian Penanggung 

jawab 
1 Penentuan tema 

dan pendekatan 

riset  

Terpilih tema riset 

tentang pengelolaan 

pariwisata dengan 

teori collabotative 

governance, siklus 

kolabotasi, dan level 

kebijakan 

Tersedi referensi 

tentang pariwisata 

berkelanjutan, 

collabotarive 

governance, siklus 

kolaborasi dan level 

kebijakan, 

Bambang Pujiyono 

2 Penentuan data, 

metode, lokasi, 

dan waktu 

Proposal riset siap 

diajukan 
1. Tersedia draf 

proposal, 

penentuan tim 

riset 

2. Proposal 

disetujui DRPM 

dan disubmit ke 

BIMA 

Bambang Pujiyono 

3 Pelaksanaan riset 

lapangan untuk 

pengumpualan data 

Database pengelolaan 

pariwisata, 

implementasi 

kebijakan pariwisata, 

kontribusi pemangku 

Ketersediaan 4 

kelompok d ata 

seperti dalam poin a, 

b, c, d, e di bawah. 

Rusdiyanta 



kepentingan 

(pemerintah, swasta, 

komunitas) 

 a. Pengelolaan 

kawasan wisata 

Tanjung Lesung 

Database pengelolaan 

wisata Tanjung Lesung 
Tersedia data 

program kerja, 

kegiatan, hasil dan 

capaian, dokumen 

evaluasi. 

Nexen Pinontoan 

b. Kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat 

Database kondisi 

sosial ekonomi 

masyarakat desa 

penyangga kawasan 

wisata 

Tersedia data mata 

pencaharian, jumlah 

penduduk, organisasi 

sosial, sumber daya 

ekonomi, 

infrastuktur sosial, 

kelembagaan desa, 

kehidupan sosial. 

Bambang Pujiyono 

c. Konflik peran 

terkait pengelolaan 

kawasan wisata 

Tanjung Lesung 

Database konflik 

peran antar pemangku 

kepentingan yang 

terjadi 

Tersedia data 

peristiwa konflik: 

kapan, di mana, 

siapa yang terlibat, 

pemicu konflik, 

bagaimana 

terjadinya konflik, 

mengapa terjadi. 

Rusdiyanta 

d. Kepentingan 

para pemangku 

kepentingan dalam 

pengelolaan 

kawasan wisata. 

Database tentang 

kepentingan dan 

harapan para 

pemangku kepentingan 

Tersedia data 

kepentingan para 

pihak, kekecewaan 

dan harapan, aktor 

dan tokoh kunci 

Achmad Aditya 

e. Pengelolaan 

kolaborasi antar 

pemangku 

kepentingan 

Database tentang 

kerjasama dan 

kolaborasi antar 

pemangku kepentingan 

Tersedia data 

pengalaman 

berkolaborasi dalam 

mengelola kawasan 

wisata Tanjung 

Lesung 

Nexen Pinontoan 

4 Transkrip data dan 

konsolidasi data 
Data terorganisir Tersedia data tahap 

awal 
Achmad Aditya 

5 Analisis dan 

penulisan laporan 

riset 

Laporan disubmit Tersedia laporan 

yang memenuhi 

syarat dan ketentuan 

skema Riset Dasar – 

Fundamental. 

Bambang Pujiyono 

6 Analisis dan 

penulisan artikel 

ilmiah 

Artikel luaran wajib 

siap disubmit ke 

jurnal internasional 

bereputasi 

Pilihan jurnal 

internasional dan 

artikel siap submit 

Nexen Pinontoan 

7. Submit artikel ke 

jurnal internasional 

bereputasi 

1 artikel luaran wajib 

disubmit/published di 

jurnal internasional 

bereputasi dan 1 

artikel jurnal nasional 

akreditasi sebagai 

luaran tambahan. 

Bukti submit dan 

approval publikasi 

artikel di jurnal 

Bambang Pujiyono 

] 

F. JADWAL PENELITIAN 
Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan 
berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian 



[ 
Tahun ke-1 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Penentuan Tema dan 
Pendekatan Riset 

            

2 Penentuan data, Metode, 
Waktu Lokasi dan Pelatihan 
Metodologi 

            

3 Pelaksanaan riset untuk 
pengumpulan data primer 
dari lapangan 

            

4 Transkrip dan 
Pengorganisasian data 
penelitian 

            

5 Analisis dan penulisan 
laporan riset 

            

6 Analisis dan penulisan artikel 
untuk submit di jurnal 
internasional bereputasi dan 
jurnal nasional terakreditasi 

            

7 Submit artikel ke jurnal 
internasional bereputasi 

            

] 
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Hasil Penelitian dan Analisis Sementara 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memahami dinamika pengelolaan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sebagai salah satu destinasi strategis 

pariwisata nasional. Kawasan ini mengalami dampak signifikan pascatsunami Selat 

Sunda 2018, yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik tetapi juga mengurangi 

kepercayaan wisatawan. Oleh karena itu, pemulihan kawasan membutuhkan tata 

kelola yang tidak hanya berbasis regulasi dan investasi, tetapi juga mengedepankan 

kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas lokal, dan lembaga pendukung. 

Konsep multi-level collaborative governance (MLCG) digunakan untuk menganalisis 

dinamika ini, sementara Soft Systems Methodology (SSM) diterapkan sebagai 

kerangka untuk merumuskan model perbaikan yang feasible dan desirable 

(Checkland, 1981; Ansell & Gash, 2008). 

Gambaran Kolaborasi Pengelolaan KEK Tanjung Lesung 

Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa pengelolaan 

Tanjung Lesung melibatkan aktor lintas level. Pemerintah pusat melalui Kementerian 

PUPR dan Kemenparekraf berperan besar dalam pembangunan infrastruktur 

strategis.  

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan Tanjung Lesung 

melibatkan berbagai aktor lintas level dengan kontribusi yang berbeda-beda. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Kemenparekraf berperan besar 

dalam pembangunan infrastruktur. Seorang informan dari Dinas Pariwisata 

menyatakan: 

Indikasi terlihat dari pertumbuhan kawasan wisata dan UMKM 
Bu Ocie, Dinas Pariwisata 

Pandeglang, 2025) 
 

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan 
penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, 
hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang 
dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana 
direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



Pemerintah Provinsi Banten dinilai lebih responsif dalam mendukung konservasi dan 

program CSR. Komunitas mangrove menegaskan: 

program konservasi dan CSR. Itu membantu masyarakat menjaga 
Deden, Komunitas 

Mangrove, 2025) 
 

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, di sisi lain, cenderung fokus pada promosi 

pariwisata ketimbang memperkuat aspek teknis. Tokoh birokrat senior menuturkan: 

pusat sampai kabupaten. Tapi tidak otomatis mempercepat 
pemulihan karena sektor pariwisata memang berkembang lebih 

Inspektorat, 2025) 
 

Pemerintah desa dan BUMDes berfungsi sebagai penghubung masyarakat dengan 

program wisata. Seorang pelaku UMKM menyampaikan: 

dikelola BUMDes, sehingga pemasaran lebih mudah dan sampai ke 
Nunung Rusandi, UMKM Cikadu, 2025) 

 

Komunitas lokal UMKM, Karang Taruna, dan Pokdarwis muncul sebagai aktor 

kreatif. Mereka mengembangkan eduwisata berbasis mangrove, trekking bambu, dan 

kuliner lokal. Salah seorang pelaku UMKM menuturkan: 

grove supaya anak-anak 
sekolah bisa belajar langsung tentang pentingnya menjaga 

Efan, UMKM Lokal, 2025) 
Sementara itu, swasta (PT BWJ) sebagai pengelola KEK menjadi motor 

pembangunan, tetapi masih berorientasi profit. Seorang tokoh lokal menekankan: 

2025) 
Keterlibatan media dan perguruan tinggi (misalnya UMN) turut memperkuat branding 

kawasan serta mendampingi masyarakat lokal. 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil observasi sebenarnya kolaborasi antar aktor 

dalam pengelolaan kawasan wisata Tanjung Lesung sudah ada. Hal ini dipertegas 

informan yang menyatakan bahwa : 

(Dian, Informan Lapangan, 2025). 
 



Kesimpulan sementara dari analisis di atas bahwa Tidak terdapat pertentangan 

eksplisit antar regulasi utama, namun ditemukan potensi disharmonisasi teknis dan 

kewenangan yang bisa berdampak pada efektivitas pengembangan kawasan. Oleh 

karena itu, penyelarasan lintas sektor, harmonisasi regulasi teknis, dan penegasan 

peran kelembagaan sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi hukum dan 

keberlanjutan pembangunan KEK Tanjung Lesung. 

Kebijakan dan Kerangka Regulasi 

KEK Tanjung Lesung diatur melalui UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi 

Khusus dan PP No. 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung. Regulasi ini 

mendorong percepatan investasi tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan 

kebijakan perlindungan lingkungan.  

Secara regulatif, pengembangan Tanjung Lesung dipayungi oleh UU No. 39/2009 

tentang KEK dan PP No. 26/2012. Namun, implementasinya belum sepenuhnya 

sinkron dengan kebijakan perlindungan lingkungan (PP No. 27/2012 tentang KLHS). 

Kondisi ini menimbulkan fragmentasi kebijakan, di mana kepentingan investasi lebih 

dominan ketimbang keberlanjutan lingkungan. Salah satu tokoh masyarakat 

menyampaikan: 

-down mempercepat pembangunan, tetapi sering kali 
mengabaikan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya 

 
 

Literatur menegaskan bahwa tanpa integrasi regulasi lintas sektor, kolaborasi hanya 

akan menjadi formalitas administratif (Emerson & Nabatchi, 2015). 

Berdasarkan telusuran data sekunder, ditemukan ringkasan kebijakan yang 

memayungi pengelolaan dan pemulihan ekosistem pariwisata Tanjung Lesung 

sebagai berikut : 

Regulasi/Kebijakan Isi Penting 
Kaitannya dengan 

Pemulihan 
Ekosistem 

Catatan 

UU No. 32/2009 tentang 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

Prinsip kehati-
hatian, daya 
dukung 
lingkungan, 
AMDAL 

Menjadi landasan 
pemulihan lingkungan 
di KEK, wajib bagi 
investor pariwisata 

Tapi belum 
spesifik pada 
wilayah KEK 

UU No. 24/2007 tentang 
Penanggulangan 
Bencana 

Pengurangan 
risiko bencana & 
pemulihan 
pascabencana 

Landasan rehabilitasi 
pasca-tsunami 2018 

Belum 
tersambung 
langsung 



Regulasi/Kebijakan Isi Penting 
Kaitannya dengan 

Pemulihan 
Ekosistem 

Catatan 

dengan UU 
KEK 

UU No. 39/2009 tentang 
KEK 

Fokus pada 
insentif ekonomi 
dan kemudahan 
investasi 

Tidak secara eksplisit 
menekankan 
ekosistem dan daya 
dukung lingkungan 

Perlu 
diturunkan 
dalam regulasi 
teknis yang 
lebih ekologis 

PP No. 50/2011 tentang 
RIPPARNAS 

Pariwisata 
berkelanjutan & 
berbasis 
komunitas 

Mendorong 
pemulihan dan 
konservasi sebagai 
bagian dari 
pengembangan 
destinasi 

Perlu diadopsi 
dalam RDTR 
dan master 
plan KEK 

PP No. 26/2012 tentang 
KEK Tanjung Lesung 

Penetapan zona 
KEK pariwisata 

Tidak mencantumkan 
pasal eksplisit tentang 
perlindungan 
kawasan ekologis 

Perlu 
penyisipan 
klausul 
konservasi di 
RTRK 

PP No. 40/2021 tentang 
Penyelenggaraan KEK 

Detail operasional 
KEK 

Menyediakan ruang 
pembentukan badan 
pengelola yang bisa 
menetapkan program 
pemulihan 

Masih lemah 
dari sisi 
instrumen 
lingkungan 

Perda RTRW Provinsi 
dan Kabupaten 

Tata ruang dan 
zonasi 

Alat penting untuk 
mengatur zona 
konservasi dan 
pemanfaatan 

Sayangnya, 
banyak RTRW 
belum mutakhir 
pasca-bencana 

Sumber : Tim Peneliti, Data Diolah, 2025 

Penerapan Soft Systems Methodology (SSM) 
SSM digunakan untuk menganalisis masalah tidak terstruktur. Tahap pertama 
mengidentifikasi disharmonisasi regulasi. SSM digunakan untuk mengurai masalah 
yang tidak terstruktur. 

Tahap 1 2: Identifikasi masalah. 

Masalah yang berhasil diidentifikasi berupa disharmoni regulasi, lemahnya forum 

koordinasi. Berdasar pengakuan dari narasumber yang berhasil digali informasinya 

menyatakan hal yang berbeda. Secara kelembagaan, umumnya informan dari 

lembaga pemerintah memberikan informasi bahwa koordinasi antar lembaga baik 

pemerintah, swasta, dan komunitas berjalan dengan baik. namun, hal sebaliknya 

disampaikan oleh informan tingkat teknis operasional di kawasan penyangga Tanjung 



Lesung menyatakan bahwa koordinasi masih berjalan belum baik. koordinasi menjadi 

problem yang mendapatkan atensi oleh penelitia, karena tanpa koordinasi yang baik 

kerjasama dan komunikasi sebagai inti dari kolaborasi mustahil dapat 

diimplementasikan. 

Tahap 3 (CATWOE): Transformasi utama adalah pemulihan ekosistem berbasis 

kolaborasi. Transformasi ini sangat penting dalam rangka memastikan program dari 

pemerintah, pihak pengelola kawasan Tanjung Lesung, dan kepemilikan atraksi serta 

amenitas komunitas desa penyangga dapat berjalan seiring sejalan. Hal ini secara 

tegas dinyatakan oleh Pak Rizal, seorang aktivis sekaligus jurnalis yang tinggal di 

desa Cikadu, Tanjung Jaya : 

 
Tahap 4: Model konseptual : forum kolaboratif, revisi RTRW, program konservasi 
berbasis komunitas. 

Deden dan 
Efan, informan dari Desa Mangrove dan Desa Nelayan, 2025) 
 

Tahap 5 7: Membandingkan model dengan realitas : terdapat gap antara rancangan 

ideal dengan implementasi, sehingga perubahan yang feasible and desirable 

diarahkan pada pembentukan forum kolaboratif 2025 2030, integrasi KLHS, serta 

insentif CSR untuk konservasi. 



Model Multi-Level Collaborative Governance (MLCG) 

Model ini dibangun mendasarkan pada kenyataan bahwa terjadi tingkatan kolaborasi 

dalam pengelolaan dan pemulihan pariwisata Tanjung Lesung. Data menggambarkan 

tingkatan kolaborasi sebagai berikut : 

Tabel 2. Tingkatan Kolaborasi 

Tingkat 
Fokus 

Kolaborasi 
Pemeran 

Kunci 
Pendekatan 

Masalah 
Umum 

Peluang 
Perbaikan 

1. Level 
Peraturan 
(Regulatory 
Collaboration) 

Penyelarasan 
dan 
harmonisasi 
regulasi lintas 
sektor & level 
pemerintahan 

Kementerian 
(Pusat): 
Kemenko 
Perekonomian, 
KLHK, 
Kemenparekraf, 
BKPM  
Daerah: 
Pemprov 
Banten, 
Pemkab 
Pandeglang, 
Administrator 
KEK 

- Sinkronisasi UU, 
PP, Perpres, 
Perda, dan RDTR  
- Kajian 
Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) 
KEK  
- Revisi RTRW 
pasca-bencana 

Fragmentasi 
perizinan dan 
regulasi tidak 
ramah 
lingkungan 

 Joint 
Regulatory 
Task Force 
(Tim terpadu 
harmonisasi 
regulasi KEK 
& lingkungan) 

 Perda 
tematik 
pemulihan 
ekosistem 
KEK 

2. Level 
Institusional 
(Institutional 
Collaboration) 

Kelembagaan 
pengelola KEK 
dan koordinasi 
antar-instansi 

- Administrator 
KEK Tanjung 
Lesung  
- Dewan 
Nasional KEK  
- Bappeda 
Provinsi & 
Kabupaten  
- Forum multi-
aktor 
(akademisi, 
LSM, 
komunitas 
lokal) 

- Pembentukan 
Forum 
Koordinasi KEK  
- Penguatan unit 
lingkungan hidup 
di Administrator 
KEK  
- Keterlibatan 
masyarakat 
adat/lokal dalam 
pengawasan 

Koordinasi 
sektoral 
belum efektif, 
tidak ada 
badan lintas 
sektor untuk 
pemulihan 
ekosistem 

 
Pembentukan 

Ekowisata & 

di KEK  

 Forum 
lintas sektor 
dengan LSM 
lingkungan 
dan UMKM 



Tingkat 
Fokus 

Kolaborasi 
Pemeran 

Kunci 
Pendekatan 

Masalah 
Umum 

Peluang 
Perbaikan 

3. Level 
Teknis-
Operasional 
(Operational 
Collaboration) 

Implementasi 
lapangan: 
pemulihan 
lingkungan, 
mitigasi 
bencana, 
pemberdayaan 
ekonomi lokal 

- Dinas teknis 
(PU, LH, 
Perikanan, 
Pariwisata)  
- BNPB, BMKG  
- Swasta 
(investor KEK)  
- Komunitas 
warga & 
Pokdarwis 

- Rehabilitasi 
mangrove & 
karang  
- Pendidikan 
kebencanaan  
- Skema insentif 
untuk pariwisata 
hijau  
- Program padat 
karsya lingkungan 

Keterbatasan 
kapasitas 
teknis, 
pendanaan 
tidak merata, 
rendahnya 
literasi 
kebencanaan 

 Kemitraan 
restorasi 
bersama 
swasta (CSR 
hijau)  

 Program 
Green KEK 
atau Eco-
KEK dengan 
insentif fiskal  

 
Peningkatan 
SDM lokal via 
pelatihan 
komunitas 



Model kolaboratif yang berkembang di KEK Tanjung Lesung pasca-tsunami 

mencerminkan bentuk Multilevel Collaborative Governance (MCG), yakni suatu 

pendekatan tata kelola yang mengintegrasikan aktor dari berbagai tingkat 

pemerintahan, sektor, dan komunitas dalam pengambilan keputusan serta 

pelaksanaan pembangunan secara bersama. Dalam konteks Tanjung Lesung, model 

ini terbentuk sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi, 

terutama akibat bencana, kebutuhan pemulihan ekonomi, serta dorongan untuk 

menjadikan kawasan sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional. 

Model MCG yang terjadi melibatkan tiga level utama: (1) kebijakan nasional dan 

provinsi, (2) kelembagaan daerah dan pengelola kawasan, dan (3) komunitas lokal 

serta mitra strategis. Di level pusat, kebijakan dikendalikan oleh Kemenparekraf, 

BKPM, dan Kementerian PUPR yang menyediakan kerangka hukum, pembiayaan 

infrastruktur strategis, dan promosi investasi. Level provinsi dan kabupaten bertindak 

sebagai mediator yang menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal 

melalui perencanaan daerah (RPJMD) dan pengembangan program berbasis 

wilayah. 

Di tingkat organisasi, aktor seperti PT BWJ, OPD daerah, dan komunitas lokal 

berinteraksi dalam struktur kelembagaan yang relatif fleksibel namun terkoordinasi. 

Hubungan antara BWJ dan Pemkab Pandeglang, misalnya, menunjukkan pola 

kemitraan yang berbagi fungsi promosi, investasi, dan pengembangan destinasi. 

Sementara itu, peran Pokdarwis dan UMKM desa berkembang menjadi aktor 

pelaksana di lapangan dengan otonomi operasional yang tinggi, namun tetap berada 

dalam kerangka koordinasi. 

Model ini diperkuat oleh keberadaan horizontal coordination antar komunitas desa, 

serta vertical integration antara pusat-daerah-komunitas yang bersifat fungsional. 

Adanya forum komunikasi seperti forum pelatihan pariwisata, musrenbang desa 

berbasis wisata, dan pertemuan rutin KEK menjadi instrumen penting dalam 

mempertahankan kesinambungan komunikasi dan pengambilan keputusan kolektif. 

Elemen-elemen penting dari MCG di Tanjung Lesung antara lain: 

a) Shared vision: seluruh aktor berbagi tujuan menjadikan KEK sebagai destinasi 

unggulan dan kawasan tangguh bencana. 

b) Mutual trust: dibangun melalui praktik bersama, kepercayaan publik pasca-

bencana, dan pembagian peran yang adil. 



c) Joint capacity: peningkatan kapasitas kelembagaan secara simultan di 

berbagai level melalui pelatihan, pendampingan, dan kemitraan. 

d) Coordinated action: terbentuk dalam program operasional bersama seperti 

event budaya, pengelolaan pantai, dan promosi digital. 

Kelebihan dari model ini adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika 

lokal serta meningkatkan efektivitas implementasi program. Namun tantangannya 

adalah menjaga kesinambungan koordinasi, mengatasi tumpang tindih kewenangan, 

serta memastikan bahwa semua aktor memiliki kapasitas dan akses yang setara 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Secara keseluruhan, model Multilevel Collaborative Governance di KEK Tanjung 

Lesung telah menjadi sarana untuk mengintegrasikan perencanaan, pengambilan 

keputusan, dan implementasi kebijakan pembangunan secara partisipatif dan 

berkelanjutan. Model ini layak dijadikan contoh dalam pengembangan kawasan 

wisata berbasis bencana dan kolaborasi lintas sektor. 

Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata 

Tanjung Lesung sudah mulai diarahkan secara kolaboratif dengan melibatkan 

pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini tampak dalam bentuk 

pendampingan UMKM di Desa Cikadu, pengembangan ekowisata berbasis nelayan 

melalui penanaman mangrove, serta promosi digital oleh Dinas Pariwisata. Meski 

demikian, dinamika kepemilikan lahan oleh swasta (BWJ) dan ketergantungan pada 

percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol Panimbang masih menimbulkan 

asimetri kekuasaan dalam proses tata kelola.  

Temuan ini sejalan dengan literatur mengenai multilevel collaborative governance, di 

mana interaksi lintas level (pusat provinsi kabupaten desa) cenderung menghadapi 

tantangan koordinasi, distribusi kekuasaan, dan integrasi kebijakan (Ansell & Gash, 

2008; Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam konteks Tanjung Lesung, masyarakat lokal 

(UMKM, nelayan, BUMDes) telah menunjukkan kapasitas adaptif melalui inovasi 

produk dan diversifikasi wisata, namun posisi tawar mereka masih relatif rendah 

dibandingkan dengan korporasi pemilik lahan.  



Oleh karena itu, diperlukan forum kolaborasi multilevel yang lebih inklusif agar 

kebijakan pusat (KEK) dapat terhubung dengan kebutuhan komunitas di tingkat desa. 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa tanpa tata kelola kolaboratif yang terintegrasi, 

risiko marginalisasi komunitas lokal dalam pembangunan kawasan strategis nasional 

tetap tinggi, sebagaimana juga ditemukan pada studi kasus pengelolaan destinasi 

wisata lain di Indonesia (Purwanto, 2021; Widianingsih & Morrell, 2007). 

...................................................................................................................... 

D. STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib 
dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, 
perolehan kekayaan intelektual, atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. 
Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai 
dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta 
mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran melalui BIMA. 

Luaran wajib publikasi artikel di jurnal internasional terindeks scopus. Luaran ini masih berupa 
draft artikel, karena penelitian berlum berakhir. 

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun 
in-cash serta mengunggah bukti dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra dapat diunggah melalui 
BIMA. 

Catatan: 
Bagian ini wajib diisi untuk penelitian terapan, untuk penelitian dasar (KATALIS, 
Fundamental, Pascasarjana, dan Dosen Pemula) boleh mengisi bagian ini (tidak wajib) jika 
melibatkan mitra dalam pelaksanaan penelitiannya 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang 
dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk 
penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang 
direncanakan atau dijanjikan. 

1. Data yang diberikan infoman lembaga pemerintahan cenderung normatif sehingga 
memerlukan ketajaman penggalian data dari stakeholder lain seperti komunitas dan swasta 

2. Masih banyak data yang perlu digali dari dinas baik di kabupaten maupun provinsi yang 
terkait dengan pengelolaan dan pemulihan kawasan pariwisata Tanjung Lesung. 

3. Penulisan artikel sebagai luaran wajib belum bisa diselesaikan dan disubmit ke jurnal tujuan 
karena penelitian masih berproses. 

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian 
selanjutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib 
yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap penelitian 
keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan 
dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk 



mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan 
dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika 
laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat 
dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai. 

. 

No.  Kegiatan  Perkiraan waktu PIC 
1 Wawancara ke Dinas Provinsi 

Banten 
Minggu ke 1 Oktober 2025 Nexen A. Pinontoan dan Tim 

2 Wawancara ke Dinas 
Kabupaten Pandeglang 

Minggu ke 2 Oktober Rusdiyanta dan Tim 

3 Pertajam Analisis Data Oktober - Nopember Bambang Pujiyono 
4 Penulisan Artikel untuk 

Luaran Wajib 
Minggu ke 3 Oktober Bambang Pujiyono 

5 Penyusunan Laporan Akhir Minggu ke 1 Nopember  Bambang dan Tim 
6 Penyiapan Dokumentasi 

administrasi Kegiatan riset 
Minggu ke 4Nopember Aditya 

... 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai 
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dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem 

pariwisata Tanjung Lesung berlangsung pada berbagai tingkat yang saling terkait—kebijakan, organisasi, dan 

operasional—masing-masing dengan struktur, tantangan, dan pola interaksi yang berbeda. Meskipun ketiga 

tingkat ini dirancang untuk saling melengkapi, penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan koordinasi dan 

fragmentasi kelembagaan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kerangka tata kelola yang 

terintegrasi. Namun demikian, tanda-tanda pembelajaran adaptif dan kerja sama lintas sektor mulai muncul, yang 

mencerminkan meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan akan pentingnya kolaborasi sistemik. 

Tingkat Kebijakan 

Pada tingkat kebijakan, upaya kolaboratif terutama dibingkai melalui instrumen hukum dan strategis, seperti 

peraturan daerah, rencana pembangunan pariwisata, dan nota kesepahaman antar lembaga. Dokumen-dokumen 

ini secara formal mengakui pentingnya kolaborasi multipihak dan keberlanjutan ekologis. Namun, penelitian 

menemukan bahwa implementasinya sering kali tidak berkelanjutan dan tidak konsisten. Pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mengakibatkan tumpang tindih yurisdiksi dan akuntabilitas yang 

kabur. Pemerintah Provinsi Banten lebih berfokus pada investasi makro dan infrastruktur, sementara pemerintah 

Kabupaten Pandeglang menanggung beban operasional pengelolaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. 

Ketidaksinkronan ini sering menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kebijakan dan efektivitas pemulihan 

ekosistem yang terbatas. 

Selain itu, dinamika politik dan pergantian administrasi mengganggu proses perencanaan jangka panjang. Temuan 

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik di atas kertas, kebijakan tersebut sering gagal 

diterjemahkan menjadi tindakan berkelanjutan akibat lemahnya memori kelembagaan dan koordinasi antar 

lembaga. Namun, keberadaan forum kebijakan kolaboratif—seperti Forum Koordinasi Pengelolaan Kawasan 

Ekonomi Khusus—merupakan ruang kelembagaan yang berharga bagi dialog dan pemecahan masalah bersama. 

Walaupun masih kurang dimanfaatkan secara optimal, platform ini menunjukkan potensi kolaborasi tingkat 

kebijakan dalam membangun pemahaman bersama antar pemangku kepentingan. 

Tingkat Organisasi 

Pada tingkat organisasi, kolaborasi mengambil bentuk yang lebih operasional melalui kemitraan publik–swasta 

dan jejaring antar institusi. Badan Pengelola KEK Tanjung Lesung memainkan peran sentral sebagai penghubung 

antara institusi pemerintah, pengembang swasta, operator pariwisata, dan organisasi lingkungan. Penelitian 

menunjukkan bahwa fungsi perantara ini telah memfasilitasi sejumlah inisiatif kolaboratif, seperti program 

pembersihan pantai, restorasi terumbu karang, dan pengembangan infrastruktur pariwisata ramah lingkungan. 

Namun, kolaborasi organisasi sering dibatasi oleh perbedaan tujuan kelembagaan: lembaga pemerintah 

menekankan kepatuhan regulasi dan akuntabilitas publik, sementara aktor swasta lebih berorientasi pada 

keuntungan dan keamanan investasi. Perbedaan kepentingan ini terkadang menimbulkan ketegangan, terutama 

ketika isu lingkungan dipersepsikan sebagai hambatan terhadap tujuan komersial. 

Meskipun demikian, beberapa contoh kolaborasi yang berhasil teridentifikasi. Inisiatif bersama antara investor 

swasta dan perguruan tinggi lokal menghasilkan integrasi pengetahuan baru, di mana penelitian akademik secara 

langsung berkontribusi pada strategi pengelolaan lingkungan. Misalnya, lokakarya akademisi–industri 

memfasilitasi pertukaran data dan keahlian terkait konservasi keanekaragaman hayati laut. Demikian pula, 

kemitraan antara pengelola KEK dan masyarakat lokal menghasilkan program percontohan pengelolaan sampah 

dan rehabilitasi mangrove. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ketika batas organisasi dijembatani melalui 

kepercayaan dan pembelajaran bersama, kolaborasi dapat menghasilkan dampak ekologis dan sosial yang nyata. 

Tingkat Operasional 

Pada tingkat operasional, kolaborasi paling nyata terlihat melalui partisipasi masyarakat. Penduduk lokal 

memainkan peran kunci sebagai penerima manfaat sekaligus penjaga ekosistem pariwisata. Keterlibatan mereka 

mencakup partisipasi harian dalam kegiatan pemulihan lingkungan, pengelolaan ekowisata, dan pemeliharaan 

fasilitas lokal. Penelitian menegaskan bahwa masyarakat Tanjung Lesung memiliki modal sosial yang kuat serta 

pengetahuan ekologis tradisional yang kaya, yang secara signifikan berkontribusi pada ketahanan kawasan. 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah 

dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran 

(wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan 

pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, 

tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



Inisiatif seperti penanaman kembali pesisir, kampanye pengurangan sampah, dan pengembangan homestay 

berbasis masyarakat menunjukkan bagaimana keterlibatan akar rumput memperkuat keberlanjutan jangka panjang 

program pemulihan. 

Namun demikian, tantangan tetap ada. Sebagian masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan, khususnya dalam tahap perencanaan dan investasi yang didominasi oleh aktor pemerintah dan 

korporasi. Ketimpangan ini terkadang menimbulkan skeptisisme dan menurunkan motivasi partisipasi. Meski 

begitu, temuan juga menunjukkan adanya pergeseran budaya menuju partisipasi yang lebih inklusif, didorong 

oleh meningkatnya kesadaran lokal terhadap kerentanan lingkungan dan peran institusi pendidikan dalam 

mempromosikan literasi ekologi. Observasi partisipatif menangkap momen-momen pembelajaran bersama—

seperti sesi pelatihan, kegiatan bersih pantai, dan pemecahan masalah kolektif—yang mencerminkan dimensi 

operasional tata kelola kolaboratif dalam praktik. 

Integrasi Multilevel 

Dengan mengintegrasikan temuan dari ketiga tingkat tersebut, penelitian ini mengidentifikasi model tata kelola 

kolaboratif multilevel yang mencerminkan kompleksitas struktural sekaligus potensi adaptif. Inti dari model ini 

adalah interaksi empat elemen kunci: komunikasi, koordinasi, kepercayaan, dan pembelajaran. Komunikasi 

menjadi fondasi untuk membangun pemahaman lintas batas kelembagaan; koordinasi memastikan keselarasan 

tujuan dan alokasi sumber daya; kepercayaan menumbuhkan komitmen dan mengurangi konflik transaksional; 

sedangkan pembelajaran mendorong adaptasi melalui refleksi atas keberhasilan maupun kegagalan. Ketika 

keempat elemen ini beroperasi secara sinergis, tata kelola menjadi tidak sekadar administratif, tetapi bersifat 

relasional—berbasis pada tujuan bersama, bukan kontrol hierarkis. 

Dengan menggunakan lensa Soft Systems Methodology (SSM), analisis rich picture menggambarkan lanskap tata 

kelola Tanjung Lesung sebagai jejaring aktor yang saling bergantung dengan pandangan dunia (Weltanschauung) 

yang berbeda namun saling tumpang tindih. Setiap sistem pemangku kepentingan—pemerintah, sektor swasta, 

masyarakat, dan akademisi—beroperasi dalam batas logika dan kepentingannya sendiri. Namun, melalui dialog 

berulang dan keterlibatan reflektif, sistem-sistem ini berpotensi berkembang menjadi kerangka kolaboratif yang 

lebih koheren dan responsif. Model konseptual yang dihasilkan menggambarkan proses integrasi tiga lapis: 

koordinasi vertikal (dari kebijakan ke operasional), kerja sama horizontal (lintas sektor), dan pembelajaran umpan 

balik (perbaikan berkelanjutan). Model ini tidak hanya selaras dengan logika sistemik SSM, tetapi juga 

menyediakan jalur praktis untuk memperkuat tata kelola adaptif dalam pengelolaan ekosistem pariwisata 

Indonesia. 

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif di Tanjung Lesung sedang 

berkembang dari struktur yang terfragmentasi menuju sistem yang lebih adaptif dan berbasis jejaring. Meskipun 

keterbatasan kelembagaan masih ada, munculnya ruang pembelajaran bersama, partisipasi masyarakat, dan 

kemitraan antar organisasi menandai transisi yang positif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola 

pariwisata berkelanjutan memerlukan lebih dari sekadar keselarasan regulasi—ia bergantung pada pembangunan 

hubungan berbasis kepercayaan, komunikasi, dan tanggung jawab kolektif yang melampaui hierarki kebijakan 

dan batas sosial. 

Hubungan konseptual antara tingkat kebijakan, organisasi, dan operasional diilustrasikan dalam Gambar 1, yang 

merangkum model tata kelola kolaboratif multilevel yang diusulkan dalam penelitian ini. 



 

Gambar 1. Model Konseptual Tata Kelola Kolaboratif Multilevel dalam Pengelolaan Ekosistem Pariwisata 

Tanjung Lesung 

Model ini menggambarkan interaksi vertikal dan horizontal antar tingkat kebijakan, organisasi, dan operasional 

yang dihubungkan oleh komunikasi, koordinasi, kepercayaan, dan pembelajaran untuk mencapai pemulihan 

ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. 

emuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tata kelola kolaboratif 

multilevel beroperasi dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem pariwisata Tanjung Lesung. Penelitian ini 

menegaskan bahwa kolaborasi antar aktor memang terjadi pada tingkat kebijakan, organisasi, dan operasional, 

namun tingkat integrasi dan penguatan timbal balik antar lapisan tersebut masih belum merata. Fragmentasi 

struktural antara institusi formal dan praktik lokal mencerminkan tantangan tata kelola yang lebih luas dalam 

sektor pariwisata Indonesia, di mana desentralisasi telah memperluas kewenangan daerah tetapi belum 

sepenuhnya memperkuat koordinasi. Meskipun demikian, munculnya jejaring pembelajaran adaptif, inisiatif 

partisipatif, dan kemitraan lintas sektor menandai pergeseran menuju bentuk tata kelola yang lebih inklusif dan 

sistemik. 

Pada tingkat kebijakan, temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara niat strategis dan hasil praktis. Meskipun 

kerangka kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan pemulihan ekosistem telah dirumuskan dengan 

baik, implementasinya sering terhambat oleh fragmentasi administratif dan keterbatasan kesinambungan lintas 

siklus politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menekankan bahwa tata kelola 

kolaboratif membutuhkan stabilitas kelembagaan dan kepercayaan untuk menghasilkan dampak jangka panjang. 

Dalam kasus Tanjung Lesung, banyaknya lembaga yang terlibat—mulai dari kementerian hingga pemerintah 

daerah dan otoritas KEK—menciptakan tumpang tindih kewenangan yang mempersulit koordinasi. Tantangannya 

bukan hanya pada pembentukan regulasi bersama, tetapi pada pelembagaan mekanisme akuntabilitas dan 

komunikasi yang menjamin keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan. 

Pada tingkat organisasi, kolaborasi antara lembaga pemerintah, investor swasta, dan institusi akademik 

menunjukkan kemajuan sekaligus ketegangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan dapat mendorong 

inovasi melalui produksi pengetahuan bersama, di mana hasil riset diselaraskan dengan kebutuhan pengelolaan di 

lapangan. Namun, kolaborasi tersebut sering kali bergantung pada jejaring personal, bukan sistem kelembagaan 

yang mapan, sehingga rentan terhadap gangguan. Temuan ini sejalan dengan konsep “kapasitas kolaboratif” 

Emerson dan Nabatchi (2015), yang menekankan bahwa keberlanjutan kemitraan bergantung pada kepercayaan 

yang terlembaga, kesinambungan kepemimpinan, dan pembentukan makna bersama. Di Tanjung Lesung, 

meskipun sejumlah inisiatif berhasil muncul—seperti pemantauan lingkungan bersama dan pariwisata berbasis 

masyarakat—upaya tersebut masih bersifat proyek, bukan bagian dari struktur tata kelola permanen. Oleh karena 

itu, penguatan kolaborasi organisasi memerlukan mekanisme formal untuk berbagi sumber daya, integrasi data, 

dan evaluasi kinerja bersama. 

Pada tingkat operasional, penelitian ini menegaskan peran sentral masyarakat lokal dalam menerjemahkan 

kebijakan dan niat organisasi menjadi hasil nyata. Keterlibatan masyarakat dalam pemulihan lingkungan, 

pengelolaan sampah, dan praktik ekowisata mencerminkan rasa kepemilikan yang kuat dan pengetahuan berbasis 

tempat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ostrom (2010) yang menegaskan bahwa masyarakat lokal bukan 



sekadar penerima manfaat pasif, melainkan pengelola aktif sumber daya bersama. Di Tanjung Lesung, partisipasi 

masyarakat menggabungkan pengetahuan ekologi tradisional dan kapasitas adaptif yang mampu menopang upaya 

pemulihan jangka panjang. Namun demikian, potensi ini sering dibatasi oleh relasi kekuasaan yang asimetris, di 

mana keputusan strategis masih didominasi oleh aktor negara dan korporasi. Sebagaimana ditekankan oleh 

Bryson, Crosby, dan Stone (2015), kolaborasi yang efektif mensyaratkan partisipasi yang setara, di mana beragam 

suara dilibatkan dalam penentuan agenda, perumusan masalah, dan implementasi kebijakan. 

Dari perspektif sistem, penerapan Soft Systems Methodology (SSM) memungkinkan interpretasi holistik terhadap 

interaksi multilevel tersebut. Analisis rich picture dan root definition menunjukkan bahwa setiap pemangku 

kepentingan beroperasi dalam pandangan dunia (Weltanschauung) yang berbeda, mencerminkan pemahaman 

yang beragam tentang keberhasilan, tanggung jawab, dan horizon waktu. Pemerintah cenderung melihat 

pengelolaan ekosistem melalui lensa regulasi, sektor swasta memandangnya sebagai isu risiko dan investasi, 

sementara masyarakat memaknainya sebagai persoalan penghidupan dan keberlanjutan hidup. Keberagaman 

perspektif ini, meskipun menantang, justru menjadi fondasi pembelajaran kolektif. Proses iteratif dalam SSM—

yang membandingkan model konseptual dengan praktik nyata—menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif yang 

efektif lebih berfokus pada penyelarasan daripada kontrol, yaitu menyinkronkan tujuan yang beragam melalui 

refleksi bersama dan koordinasi adaptif. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa empat elemen yang saling terkait—komunikasi, koordinasi, 

kepercayaan, dan pembelajaran—menjadi tulang punggung kolaborasi multilevel yang berhasil. Komunikasi 

menciptakan transparansi dan pemahaman bersama; koordinasi menjamin keselarasan fungsional; kepercayaan 

menumbuhkan komitmen dan mengurangi konflik; sementara pembelajaran meningkatkan kapasitas adaptif. 

Ketika elemen-elemen ini berinteraksi secara sinergis, terbentuklah siklus kolaborasi yang saling memperkuat, 

sebagaimana digambarkan dalam model “lingkaran kebajikan” oleh Huxham dan Vangen (2005). Di Tanjung 

Lesung, elemen-elemen ini masih dalam tahap berkembang, namun telah mulai membentuk fondasi budaya bagi 

aksi kolektif. Penguatan dimensi-dimensi tersebut berpotensi mentransformasi kemitraan sementara menjadi 

kolaborasi kelembagaan jangka panjang. 

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kolaborasi bukanlah pengaturan statis, melainkan proses sosial yang 

dinamis dan terus berkembang, dipengaruhi oleh konteks, kekuasaan, dan sejarah. Tata kelola di Tanjung Lesung 

mencerminkan transisi Indonesia dari administrasi yang tersentralisasi menuju pengelolaan yang lebih 

terdesentralisasi dan partisipatif. Meskipun desentralisasi membuka ruang bagi inisiatif lokal, ia juga 

menimbulkan tantangan koordinasi, terutama ketika kebijakan daerah tidak selaras dengan kerangka nasional. 

Ketegangan ini menegaskan pentingnya tata kelola multi-skala, di mana strategi nasional memberikan arah umum 

sementara aktor daerah memiliki fleksibilitas untuk berinovasi sesuai konteks lokal. Pendekatan ini sejalan dengan 

teori tata kelola adaptif (Folke et al., 2005) yang menekankan pembelajaran berkelanjutan, interaksi pemangku 

kepentingan, dan umpan balik kebijakan sebagai kunci ketahanan sistem. 

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang tata kelola kolaboratif dengan menunjukkan bahwa 

efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kinerja masing-masing tingkat tata kelola, tetapi oleh bagaimana tingkat-

tingkat tersebut saling terhubung dan memperkuat melalui umpan balik dan refleksi. Kolaborasi menjadi 

bermakna ketika keterkaitan vertikal dan horizontal saling mendukung. Integrasi SSM ke dalam kerangka ini 

memberikan nilai tambah analitis dengan memungkinkan visualisasi dan interpretasi kompleksitas sistem tata 

kelola, alih-alih menyederhanakannya menjadi hubungan sebab-akibat linier. Secara praktis, temuan ini 

menyiratkan bahwa intervensi kebijakan untuk memperkuat kolaborasi sebaiknya memprioritaskan desain 

proses—bagaimana komunikasi, kepercayaan, dan pembelajaran dibangun—daripada sekadar restrukturisasi 

kelembagaan. 

Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman Tanjung Lesung memberikan pelajaran kontekstual bagi tata kelola 

pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak 

dapat diukur semata-mata melalui indikator ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan dimensi ekologis dan 

sosial. Mengembalikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pelestarian memerlukan lebih dari sekadar 

investasi finansial; ia menuntut empati kelembagaan, di mana para aktor menyadari saling ketergantungan tujuan 

mereka. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif bukanlah tujuan akhir, melainkan proses negosiasi 

berkelanjutan mengenai makna dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan yang berbagi ruang dan 

sumber daya yang sama, namun memiliki kepentingan, kekuasaan, dan perspektif yang berbeda. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemulihan kawasan pasca-tsunami di KEK Tanjung Lesung didukung oleh 

model Tata Kelola Kolaboratif Multilevel. Pemerintah pusat berperan sebagai pengarah kebijakan dan penyedia 

infrastruktur, pemerintah daerah sebagai fasilitator, pengelola KEK sebagai mediator pasar, dan masyarakat lokal 

sebagai aktor operasional. Kolaborasi lintas tingkat tidak hanya menjamin koordinasi, tetapi juga memperkuat 

kapasitas tata kelola dalam tiga dimensi utama: regulatif, kelembagaan, dan sosial. 



Pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa pengelolaan kawasan pascabencana tidak dapat hanya 

mengandalkan intervensi infrastruktur, tetapi harus dibangun melalui integrasi multilevel yang menumbuhkan 

kapasitas kolektif. Model Tata Kelola Kolaboratif Multilevel (MCG) yang diidentifikasi di Tanjung Lesung 

berpotensi direplikasi di destinasi strategis lainnya di Indonesia, khususnya di kawasan pariwisata rawan bencana, 

dengan prasyarat penguatan forum kolaboratif, peningkatan kapasitas masyarakat, dan integrasi mitigasi bencana 

ke dalam tata kelola pariwisata. 

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur tata kelola kolaboratif sekaligus memberikan kontribusi 

praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola pariwisata dalam merancang sistem tata kelola yang inklusif, 

tangguh, dan berkelanjutan. 

 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash serta 

mengunggah bukti dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi 

kerjasama dengan Mitra dapat diunggah melalui BIMA. 

Catatan: 

Bagian ini wajib diisi untuk penelitian terapan, untuk penelitian dasar (Fundamental, Pascasarjana, 

PKDN, Dosen Pemula) boleh mengisi bagian ini (tidak wajib) jika melibatkan mitra dalam pelaksanaan 

penelitiannya 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama 

melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian 

dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Kesulitan dalam Penelitian dan Publikasi Luaran 

1.Proses pengumpulan data cukup melelahkan, karena tidak semua data bisa dieksplorasi, khususnya data sensitif 

terkait dengan proses kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah maupun pihak swasta 

2.Luaran hasil penelitian membutuhkan waktu dan kesabaran. Penulis tetap optimis dalam waktu setahun bisa 

terpenuhi publikasi di jurnal terindeks SCOPUS 

 

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian selanjutnya 

berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan 

tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap penelitian keseluruhan. Pada bagian ini 

diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan 

termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam 

proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka 

yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat 

dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai. 

 

Peneliti tetap berusaha untuk publikasi luaran penelitian ke jurnal internasional bereputasi. Status jurnal sampai 

saat ini masih review di Journal of Tourism and Development, Portugal. 

Paper tambahan saya kirim ke Journal of Business and Technology 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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